ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan PT. Go Clean
Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pajak merupakan
penerimaan dalam negeri yang terbesar atau utama, semakin besarnya pengeluaran
Negara dalam rangka pembiayaan, negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang
salah satunya berasal dari penerimaan pajak tanggal 1 Juli 2013 pemerintah telah
menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tentang pengenaan pajak UMKN
( Usaha Mikro Kecil dan Menengah ). Dalam membantu kegiatan ekonomi kecil dan
menengah, pemerintah memberikan pelayanan perpajakan untuk Wajib Pajak UMKN
(Usaha Mikro Kecil dan Menengah) dengan tarif 1% yang dikenakan pada siklus penjualan
bruto sampai dengan Rp. 4.8 miliar per tahun.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak setelah
dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 terhadap kinerja keuangan
disuatu perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan
dokumentasi. Jenis dan sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

Berdasarkan analisis yang dilakukan atas wawancara mendalam di beberapa Kantor
Pelayanan Pajak dan beberapa perbandingan Laporan Laba Rugi perusahaan setiap
tahunnya atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 ini yaitu ada
pihak yang Pro dan Kontra dengan peraturan ini, ada dampak positif dan negatif.
Dikeluarkannya Peraturan baru agar memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan
pajak bagi setiap wajib pajak untuk membayar pajak tahunan secara rutin sebesar 1% dari
total omset, tapi dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Setiap
Wajib Pajak yang mengalami kerugian tidak dapat mengajukan kompensasi atas kerugian
tahun pajak berikutnya. Untung atau rugi, Wajib Pajak yang termasuk kategori memiliki bruto
tertentu tetap harus membayar pajak sejumlah 1% dari peredaran brutonya / omset.

Kata Kunci : Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013.
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